BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 88
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Tegal Nomor 88 Tahun 2017;

bahwa masih ada unit kerja yang melakukan penerimaan
pendapatan daerah yang berlokasi jauh dari bank tepet
penyetoran kas daerah sehingga membutuhkan waktu
pengecualian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Tegal Nomor 88 Tahun 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tegal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

10.

11.

12.

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5553);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor
13)sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nonor 105);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 110).

24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2017 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 1) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 88 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Bebarapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 88
Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2017 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal
Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal pada halaman 20 angka romawi V
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah, huruf A Penatausahaan
Bendahara Penerimaan, angka 1 Prosedur Penerimaan Setoran melalui
Bendahara Penerimaan sub Bendahara Penerimaan, diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

V. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN

Prosedur penerimaan merupakan serangkaian proses kegiatan

menerima, menyimpan, menyetor dan mempertanggungjawabkan

penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan SKPD.

Penerimaan Daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada PT.

Bank Jateng Cabang Slawi.

1. Prosedur Penerimaan Setoran Melalui Bendahara Penerimaan

a. Wajib  Pajak/Wajib  Bayar/Pihak Ketiga menyetorkan

Penerimaan daerah kepada Bendahara Penerimaan disertai
Lampiran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat
Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau tanda bukti pembayaran
lainnya;



b. Bendahara Penerimaan :

1)

10)

11)

12)

13)

14)

Menerima setoran uang dari Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Pihak Ketiga;

Menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan
dengan jumlah yang tercantum dalam SKP-D atau SKR;
Mendistribusikan SKP-D dan SKR kepada Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Pihak Ketiga dan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;

Menyiapkan dan mengisi Surat Tanda Setoran (STS)
dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang
ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan minimal
rangkap 7 (tujuh);

Menyetorkan seluruh uang yang diterima ke rekening Kas
Umum Daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Slawi paling
lambat 1 (satu) hari kerja sejak saat uang kas tersebut
diterima;

Ketentuan tersebut angka 5) dikecualikan bagi yang
terkendala karena faktor geografis atau lokasi yang terlalu
jauh dengan bank yang ditunjuk atau pertimbangan
efisiensi.

Untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud
angka 6), Kepala SKPD mengajukan permohonan berikut
alasannya untuk mendapatkan izin Bupati cq. Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah;

Dengan mempertimbangkan alasan yang disampaikan,
Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat
memberikan/menolak izin yang diajukan Kepala SKPD
sebagaimana dimaksud angka 7);

Penerimaan yang diperoleh pada hari libur (hari minggu,
hari libur nasional dan cuti bersama), penyetoran
dilakukan pada hari kerja pertama setelah libur;
Menerima 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar
tembusan Surat Tanda Setoran dari PT. Bank Jateng
Cabang Slawi;

Mencatat bukti penerimaan ke dalam buku Kas Umum
Penerimaan, buku pembantu rincian obyek pendapatan
dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Pengisian
Dokumen penatausahaan penerimaan dapat
menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik
lainnya;

Menyerahkan 1 (satu) lembar tembusan STS dan/atau
dokumen lain yang dipersamakan kepada PPK-SKPD;
Setoran ke rekening Kas Umum Daerah dianggap sah
bilamana Kantor Kas Daerah sudah menerima bukti nota
kredit dari PT. Bank Jateng Cabang Slawi;

Secara administratif harus mempertanggungjawabkan
penerimaan kepada Pengguna Anggaran beserta bukti-
bukti penerimaan;



15) Secara fungsional harus menyampaikan laporan
pertanggung-jawaban kepada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (Bidang Perbendaharaan,
Akuntansi dan Pelaporan) yang dilampiri dengan sobekan
buku kas umum dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

c. Dokumen-dokumen yang digunakan :

1) Buku Kas Umum Penerimaan;

2) Rekapitulasi Penerimaan Harian;

3) Buku Pembantu Rincian obyek pendapatan;
4) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

5) Surat Ketetapan Retribusi (SKR);

6) Surat Tanda Setoran (STS);

7) Surat tanda bukti pembayaran; dan

8) Bukti Penerimaan Lainnya yang sah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28 Maret 2018

Pjs. BUPATI TEGAL,

ttd

SINOENG NOEGROHO RACHMADI

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 17



